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 This study aims to examine the influence of knowledge, income taxpayer, 
the benefits of NPWP, sanctions, and socialization of taxes to compliance owner 
of Mikro, Small and Medium Entreprises to have a NPWP partially and 
simultaneosly on KPP Pratama Surakarta 
 The method used is quantitative research methods. The population in this 
study is taxpayer listed on KPP Pratama Surakarta. Sample method used was 
purposive sampling with a total sample of 85 taxpayer UMKM. The analysis 
technique used is multiple linear regression analysis. And for data processed 
using IBM SPSS 20.0 program.  
 Result from this study showed that the adjusted R
2
 value of 0,601 explaned 
that 60,1% of UMKM tax complience can be influenced by five variables. 
Simultaneous test shows that there is a significant relationship between the five 
variables on adherence owners UMKM have a NPWP is 0,000. Partial test 
showed significant relationship between the variabel of knowledge, income, and 
sanctions. The benefits do not show a significant relationship and socialization 
had significant negative effect on tax compliance in having a NPWP. 
 


















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan, penghasilan 
wajib pajak, manfaat atas Nomor Pokok Wajib Pajak, sanksi, dan sosialisasi pajak 
terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memiliki 
NPWP secara parsial dan simultan di KPP Pratama Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 
Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama 
Surakarta. Metode sampel yang digunakan adalah purposive samplingdengan 
jumlah sampel sebanyak 85 wajib pajak UMKM. Tehnik analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda.Dan olah data menggunakan program IBM 
SPSS 20.0. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa nilai adjusted R
2
 sebesar 0,601 
menjelaskan bahwa 60,1% kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh 
kelima variabel. Uji secara simultan menunjukan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara kelima variabel terhadap kepatuhan pemilik UMKMdalam 
memiliki NPWP sebesar 0,000.Uji secara parsial menunjukan ada hubungan yang 
signifikan antara variabel pengetahuan, penghasilan, dan sanksi. Manfaat yang 
tidak menunjukan hubungan yang signifikan dansosialisasi berpengaruh 
signifikan negatifterhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. 
 
Kata kunci: Pengetahuan, penghasilan, manfaat atas Nomor Pokok Wajib Pajak, 
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1.1. Latar Belakang 
Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. 
Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia yang dapat diwujudkan dengan 
menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala 
bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah 
satu sumber pembiayaan negara adalah pajak (Masruroh, 2013: 1). 
Menurut Musgrave (1991: 226) pajak merupakan suatu iuran  yang wajib 
dibayar oleh rakyat kepada pemerintah, yang sifatnya dapat dipaksakan dan tanpa 
balas jasa atau dengan perkataan lain pajak adalah suatu bentuk iuran kepada 
negara yang dapat dipaksakan pemungutannya kepada wajib pajak atau yang 
wajib membayarnya, dengan tidak mendapat balas jasa apapun. 
 
Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber 
penerimaan negara yang penting. Peranan pajak menjadi sangat penting dan 
dominan disebabkan karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan 
kontribusi dana yang merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat 
dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan (Jatmiko, 2006: 
1). Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara 
menuntut peningkatan penerimaan negara baik berasal dari pendapatan pajak dan 
pendapatan non pajak (Alabede, 2011: 92).  
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah 
Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha 
meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem 
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perpajakan yang lebih modern pada tahun 1984 dari official assessment menjadi 
self assessment. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang, kepercayaan kepada wajib pajak atas pajak yang harus 
dibayar (Waluyo, 2008: 304). 
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2007 tentang self assessment system semua wajib pajak harus mendaftarkan 
dirinya pada Dirjen Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk 
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dikarenakan setiap wajib pajak dalam 
hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Keberhasilan self assessment system 
sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak. Namun, kepatuhan wajib pajak di 
Indonesia masih rendah, khususnya kepatuhan wajib pajak Sektor UMKM. 
Meskipun penerimaan dari sektor pajak nampaknya sudah cukup besar, 
namun pada kenyataannya penerimaan dari pajak tersebut masih banyak peluang 
untuk lebih dioptimalkan. Salah satu cara yang digalakkan pemerintah untuk 
mendorong peningkatan penerimaan pajak ialah melalui perluasan basis pajak. 
Melalui perluasan basis pajak akan mempengaruhi peningkatan jumlah WP yang 
terdaftar. Melalui peningkatan jumlah WP terdaftar tersebut, pemerintah berharap 
semakin meningkat pula jumlah WP yang melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya, dan diharapkan nantinya penerimaan negara dari pajak mengalami 
peningkatan.  
Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memperluas basis pajak 
tersebut adalah mendorong masyarakat yang telah memiliki persyaratan untuk 
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mendaftarkan diri sebagai WP dan memiliki NPWP (Wirapati dan I Ketut, 2014: 
295). Adanya pekerjaan dan penghasilan yang terus meningkat dari sektor 
UMKM tentu dapat dijadikan sebagai alat yang mengikat untuk menjadi wajib 
pajak. Menggeliatnya sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentu menjadi 
salah satu signal yang menunjukan bahwa masyarakat yang menjadi pelaku dunia 
usaha sudah dapat dijadikan sebagai wajib pajak.  
Perkembangan UMKM sendiri di Indonesia dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi 
jumlah UMKM total dari tahun 2011 hingga tahun 2012 yaitu mencapai 
1.328.147 unit dan memiliki kontribusi mencapai 99,9% terhadap struktur usaha 
di Indonesia. Namun, peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan 
peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. 
UMKM di Kota Surakarta dari tahun ke tahun juga mengalami 
peningkatan pesat dimana diketahui Kota Surakarta merupakan salah satu dari 
tujuan dari kota tujuan wisata dan industri.  Dalam kurun waktu tiga tahun 
terakhir, jumlah UMKM di Kota Surakarta mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Disperindag Surakarta. 
Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran 
para pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut 







Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Surakarta dengan UMKM Terdaftar di 
KPP Pratama Surakarta 
Tahun UMKM di Kota 
Surakarta 
UMKM Terdaftar di 
KPP Pratama Ska 
Persentase 
2013 20.679 9.091 35,4 
2014 41.558 9.539 22,9 
2015 45.054 10.107 22,4 
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Ska, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Ska, KPP Pratama Surakarta (2016) 
 
Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 
2015 terjadi kenaikan jumlah UMKM yang signifikan  di Kota Surakarta dan juga 
diiringi dengan kenaikan jumlah UMKM terdaftar di KPP Pratama Surakarta. 
Tetapi peningkatan jumlah UMKM terdaftar tidak sebanding dengan jumlah 
UMKM di Surakarta. Pada tahun 2015 UMKM yang terdaftar mencapai 22,4% 
dari jumlah UMKM yang ada di Surakarta. Sedangkan sisanya sebesar 77,6% 
masih belum mendaftarkan usahanya dan belum memiliki NPWP. Hal tersebut 
menunjukan bahwa di Kota Surakarta masih terdapat permasalahan kepatuhan 
Wajib pajak khususnya sektor UMKM dalam memiliki NPWP. 
Selain itu, rendahnya kepatuhan pemilik UMKM dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya juga dapat terlihat dari rendahnya kontribusi pajak dari 
sektor UMKM terhadap penerimaan pajak Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.2. 
Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Surakarta 
Tahun Penerimaan Pajak 
KPP Pratama Ska 
Penerimaan Pajak 
dari Sektor UMKM 
Kota Surakarta 
Persentase 
2013 924.544.207.621 3.230.359.539 0,34 
2014 1.132.986.272.897 18.279.943.858 1,61 
2015 1.409.055.312.027 27.989.575.826 1,98 
Sumber: KPP Pratama Surakarta diolah, 2016  
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Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa kontribusi pajak dari sektor 
UMKM masih rendah. Jumlah penerimaan pajak tersebut tidak sebanding apabila 
dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kota Surakarta yang terus mengalami 
peningkatan. Meskipun penerimaan pajak dari sektor UMKM terus mengalami 
peningkatan, tetapi jumlah tersebut masih terus dapat dioptimalkan mengingat 
potensi UMKM yang ada masih cukup besar. 
Alasan masih rendahnya tingkat kepatuhan pemilik UMKM dalam 
melakukan kewajibannya, terutama kewajiban untuk memiliki NPWP maka 
penting untuk dikaji mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak khususnya UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk 
memiliki NPWP.  
Dari penelitian Prakoso (2011: 80) dijelaskan bahwa pengetahuan wajib 
pajak memberikan  pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
memiliki NPWP. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak sangat logis apabila 
dikaitkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan sistem 
perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system. Dengan 
sistem tersebut, tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman pajak yang baik maka 
pelaku UMKM akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Kebanyakan dari pemilik UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakannya dikarenakan tidak memiliki pengetahuan yang cukup di bidang 
perpajakan, baik itu mengenai hak dan kewajiban perpajakan, peraturan 
perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bahkan ada beberapa 
pemilik UMKM yang tidak mengetahui fungsi dari pajak itu sendiri (Putri, 2013: 
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4). Nurmantu (2003: 32) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 
atau pengetahuan, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami 
peraturan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. 
Penghasilan Wajib pajak merupakan kemampuan tambahan ekonomis 
yang diterima maupun diperoleh baik dari yang berasal dari Indonesia maupun 
luar yang dapat dipakai untuk konsumsi / menambah kekayaan. Faktor 
penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh. Seperti 
yang diungkapkan oleh Nurmantu (2003: 149) menyebutkan apabila seorang 
bekerja dan menghasilkan uang maka secara naluriah uang itu untuk memenuhi 
kebutuhan diri sendiri tetapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi 
syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada 
negara. 
Munculnya kewajiban membayar pajak kepada negara menyebabkan 
timbulnya konflik antara kepentingan sendiri dan kepentingan negara. Pada 
umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan, masyarakat awam akan 
lebih cenderung berpikir bahwa penghasilan yang mereka peroleh kurang dalam 
mencukupi kebutuhan sehingga masyarakat kurang bersedia apabila harus 
disisihkan untuk membayar pajak. 
Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan 
kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk membayar  
dan melaporkan pajaknya dengan patuh daripada wajib pajak yang tidak memiliki 
NPWP. Putri (2013: 8) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh untuk 
mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Oleh 
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karena itu, kemanfaatan NPWP menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas 
kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.  
Mardiasmo (2009: 56) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 
akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 
pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada hakikatnya, 
pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib 
pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting 
bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui 
konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan 
(Winerungan, 2013: 964).  
Dalam penelitian Wirapati dan Jati (2014: 304), sanksi pajak 
mempengaruhi kepatuhan WP dalam memiliki NPWP dimana diperkuat dengan 
pernyataan hasil penelitian yaitu semakin baik sanksi perpajakan ditegakkan dapat 
meningkatkan kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP. 
 Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP adalah adanya sumber informasi 
yang diterima oleh masing-masing wajib pajak (Prakoso, 2011: 6 dalam Putri, 
2013: 4). Sumber informasi yang diterima wajib pajak dapat diperoleh melalui 
sosialisasi pajak. Sosialisasi perpajakan sendiri merupakan hal yang tidak dapat 
dipisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. 
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Adanya sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan bukan hanya 
dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan tetapi 
juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan  negara 
dari sektor pajak.  
Menurut Winerungan (2013:  963) sosialisasi yang diberikan kepada 
masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan 
pentingnya membayar pajak.  Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat 
bertujuan untuk memberi pengertian dan pemahaman tentang manfaat membayar 
pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Akibat kurangnya sosialisasi dapat 
berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang 
menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pajak. 
Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan 
penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 
pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Penelitian ini merupakan replikasi dari 
penelitian yang dilakukan oleh Wirapati, dkk (2014). Persamaan penelitian ini 
dengan sebelumnya adalah  pada variabel independent dan juga kesamaan dari 
variabel dependentnya adalah kepatuhan memiliki NPWP. Perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian sebelumnya yakni tambahan variabel independent yang 
digunakan yaitu sosialisasi pajak, penelitian ini dikembangkan dalam bentuk 
skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, 
Sanksi dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak (Study di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)” 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 
diidentifikasikan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Peningkatan jumlah UMKM terdaftar di KPP Pratama Surakarta tidak 
sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM di Kota Surakarta sehingga 
hal tersebut menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan kepatuhan 
sektor UMKM dalam memiliki NPWP. 
2. Rendahnya kepatuhan sektor UMKM dalam kewajiban perpajakannya 
berdampak pula terhadap kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM 
yang seharusnya dapat lebih dioptimalkan dengan menambah jumlah wajib 
pajak UMKM.  
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah 
dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini  adalah variabel yang diteliti 
yaitu pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak, penghasilan wajib pajak, 
kemanfaatan NPWP, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan juga kepatuhan wajib 
pajak khususnya untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Penelitian ini 










1.4. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam pertanyaan 
sebagai berikut:  
1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik 
UMKM dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta? 
2. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik 
UMKM dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta? 
3. Apakah manfaat NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM 
dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta? 
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam 
memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta? 
5. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM 
dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 
tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 
1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan 
pemilik UMKM dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta. 
2. Untuk menganalisis pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan 
pemilik UMKM dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta. 
3. Untuk menganalisis pengaruh manfaat atas NPWP terhadap kepatuhan 
pemilik UMKM dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pemilik 
UMKM dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta. 
5. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik 
UMKM dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
  Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai 
pengaruh pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, penghasilan wajib pajak, 
manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap 
kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga 
ilmu akuntansi perpajakan semakin berkembang 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Surakarta memberikan informasi dan referensi dalam menyusun 
kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak yang menjalankan usaha dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan terhadap peraturan 
perpajakan, penghasilan wajib pajak, manfaat memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak. 
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b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan 
yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin 
melakukan penelitian sejenis. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
 Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan gambaran sebagai 
berikut: 
BAB I Pendahuluan 
 Pada bab ini merupakan bab yang membahas latar belakang, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
Penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II Landasan Teori 
 Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang diperlukan di dalam 
menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas  
permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penelitian yang 
relevan, kerangka berfikir dan hiposesis. 
BAB III Metode Penelitian  
 Pada bab ini membahas waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 
populasi dan sampel, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, 
tehnik pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi operasional 
variabel, dan tehnik analisis data. 
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BAB IV Analisis Data dan Pembahasan  
 Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta, pengujian dan hasil analisis data, serta 
pembahasan hasil analisis berdasarkan data statistik yang diperoleh dari 
hasil pengolahan data.  
BAB V Penutup  
 Pada bab ini berisi uraian kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran 








2.1. Kajian Teori 
 
2.1.1. Definisi Pajak 
Sudah menjadi kondisi umum di berbagai negara bahwa pajak digunakan 
sebagai sumber penerimaan anggaran negara, ditambah penerimaan dari sektor 
lainnya sesuai dengan karateristik dan potensi penerimaan pada masing-masing 
negara tersebut. Ada berbagai definisi tentang pajak yang diberikan oleh para ahli, 
khususnya para ahli di bidang keuangan negara, ekonomi maupun hukum. Berikut 
pengertian-pengertian pajak yang dirumuskan oleh beberapa ahli, antara lain: 
1. Menurut Soemitro (1998: 6) mengemukakan pajak adalah peralihan 
kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran 
rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving  yang merupakan 
sumber utama untuk membiayai public investment. 
2. Menurut Adriani dalam Widyaningsih (2011: 2) mengemukakan pajak 
ialah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat 
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanyaadalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
3. Menurut Sommereld R M., et. al dalam Widyaningsih (2011: 2) 
mendefinisikan pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta 
ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 
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dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 
mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 
Menurut definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Meskipun tidak terdapat keseragaman dalam memberikan definisi pajak, 
dari berbagai definisi pajak menurut pakar, namun secara garis besar pajak 
menurut Widyaningsih (2011: 2) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan pada undang-
undang. 
2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung. 
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 
dimana jika terjadi kelebihan maka akan dipergunakan untuk membiayai 
public investment. 





2.1.2. Fungsi Pajak 
 Menurut Tjahjono, dkk (2003: 10) pada dasarnya fungsi pajak adalah 
sebagai sumber keuangan negara. Namun,  ada fungsi lain yaitu pajak sebagai 
fungsi mengatur, berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi 
tersebut: 
1. Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 
Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk 
memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya baik bersifat rutin atau untuk pembangunan. 
Negara seperti halnya rumah tangga yang memerlukan sumber keuangan 
untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga, sumber keuangan dapat 
berupa gaji atau upah atau laba dari usahanya, sedangkan bagi suatu Negara 
sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi. 
2. Fungsi Mengatur atau Non Budgetair (Regulerend) 
Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin unutk 
kegunaan kas negara, pajak harus dimasukkan sebagai usaha pemerintah untuk 
turut campur tangan dalam hal mengatur pendapatan dan kekayaan dalam sektor 
swasta. 
Pada fungsi mengatur, pemungut pajak digunakan: 
a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi 
dan sosial. 




Dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu 
keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga keadilan dalam 
pemungutan pajak dapat tercapai. 
Demikian juga Widyaningsih (2011: 3), menyatakan bahwa pajak 
memiliki fungsi selain yang disebutkan diatas, yaitu: 
1. Fungsi Demokrasi 
Merupakan fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud 
sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi 
kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk 
mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibanya 
membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, 
pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint). 
2. Fungsi Redritibusi 
Merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan 
keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam 
pengenaan  pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat 
penghasilan yang lebih tinggi. 
3. Fungsi Stabilitas 
Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga 
(melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.  
 
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan menurut 
Widyaningsih (2011: 14), yaitu: 
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1. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak. 
Ciri-cirinya yaitu: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 
berada pada fiskus, WP bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan 
surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
2. Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan 
tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. 
Ciri-ciri self assessment system menurut Tjahjono, dkk (2003: 3) adalah  
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak 
sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 
sendiri pajak terutang, dan fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi. 
3. With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak 
ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 









2.1.4. Asas Pengenaan Pajak 
Menurut Widyaningsih (2011: 13) terdapat tiga asas yang dapat dipakai 
oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk pengenaan 
pajak, khususnya untuk pajak penghasilan, yaitu: 
1. Asas Domisili (Asas Kependudukan) 
Negara berhak mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima 
atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, 
orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di 
Indonesia atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Indonesia. Asas 
ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 
2. Asas Sumber 
Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau 
diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan 
dikenakan pajak itu diperoleh yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada 
di Indonesia. 
3. Asas Kebangsaan 
Dalam asas ini yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah status 
kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Artinya 
dimana setiap orang asing yang berpenghasilan di Indonesia diperlukan untuk 
membayar pajak 
2.1.5. Wajib Pajak  
Menurut UU No. 5 tahun 2008 tentang perubahan kelima atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
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Perpajakan mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang 
meliputi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Adapun kewajiban wajib pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 
2007 perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan, secara umum kewajiban wajib pajak adalah sebagai 
berikut (Resmi, 2008: 24): 
1. Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila 
belum mempunyai NPWP. 
2. Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko 
perpajakan lainnya di tempat-tempat yang telah ditentukan Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP). 
3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT 
dan kemudian mengembalikan SPT tersebut kepada kantor inspeksi pajak 
dilengkapi dengan lampiran-lampiran. 
4. Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh 
undang-undang. 
5. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam 
tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau 
sesuai dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang dikeluarkan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP). 




7. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan. 
8. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, wajib pajak diwajibkan : 
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak 
atau objek yang terutang pajak. 
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu 
dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 
9. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta 
keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk 
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 
Selain mempunyai kewajiban berkaitan dengan perpajakan, wajib pajak 
juga mempunyai hak yang harus diberikan oleh pemerintah. Sehingga hak dari 
wajib pajak berkaitan perpajakan juga merupakan kewajiban pemerintah untuk 
dapat memenuhinya. Berbagai hak wajib pajak berkaitan perpajakan (Muljono, 
2010: 32) yaitu : 
1. Mendapat pelayanan dan bimbingan oleh petugas pajak, wajib pajak 
mempunyai hak seperti dalam hal memperoleh NPWP, PKP, prasarana pajak, 
membayar pajak, melaporkan pajak dan mendapat keterangan. 
2. Mendapatkan penjelasan dan penyelesaian sengketa pajak, untuk mengetahui 
permasalahan pajak yang dipersengketakan wajib pajak mempunyai hak 
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untuk mendapat penjelasan dan juga penyelesaian  sengketa pajak yang adil 
melalui petugas pajak. 
3. Pengembalian kelebihan pajak, atas pajak yang lebih bayar / lebih pungut 
maka sesuai pasal 11 ayat (1) UU KUP wajib pajak berhak mendapatkan 
pengembalian dari pemerintah melalui mekanisme tertentu.  
4. Diberikan imbalan bunga, berdasarkan surat keputusan pemberian imbalan 
dapat diberikan kepada wajib pajak dengan berbagai penyebab antara lain 
adalah atas ketetapan pajak yang sudah dibayar, keberatan atas banding 
dikabulkan. 
5. Diberikan pengurangan pajak, bagi wajib pajak yang mengalami perubahan 
keadaan atau kegiatan usaha dapat diberikan pengurangan  besar pajak yang 
harus diangsur. 
6. Mengungkapkan dan membetulkan laporan pajaknya, bagi wajib pajak yang 
mengalami kekeliruan wajib pajak dapat melakukan pembetulan dengan 
syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. 
7. Menuntut pemberian sanksi petugas pajak, yang terbukti melakukan tindakan 
di luar kewenangan yang dapat merugikan wajib pajak maka wajib pajak 
dapat menuntut kepada yang berwenang termasuk DJP. 
8. Direhabilitasi nama baiknya, bagi penanggung pajak yang telah mendapat 
putusan pengadilan maka memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat 
mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik. 
9. Mendapatkan fasilitas perpajakan. 
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10. Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. 
 
1.1.6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Secara umum terdapat berbagai macam definisi mengenai Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM). Terdapat berbagai acuan definisi yang digunakan 
oleh beberapa instansi di Indonesia, yaitu: 
1. UU Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Mikro 
Mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai kekayaan bersih (di luar 
tanah dan bangunan) paling besar Rp200.000.000 dengan omzet pertahun 
maksimal Rp1.000.000.000. Sementara itu tentang usaha menengah batasan 
kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) adalah Rp200.000.000 hingga 
Rp10.000.000.000. 
2. Kementerian Koperasi dan UMKM 
Usaha kecil termasuk usaha mikro adalah entitas usaha yang memiliki 
kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 
Rp1.000.000.000. Sementara itu usaha menengah merupakan entitas milik Warga 
Negara Indoneasia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 
Rp200.000.000 s.d Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. 
3. Badan Pusat Statistik 
BPS menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha 
mikro adalah usaha yang memiliki pekerja paling banyak empat orang, termasuk 
tenaga kerja yang tidak dibayar. Usaha kecil memiliki pekerja 5-19 orang, usaha 
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menengah memiliki pekerja 20-99 orang, dan usaha besar memiliki pekerja 
sekurang-kurangnya 100 orang. 
4. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami istilah 
UMKM adalah definisi yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
a. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaiman diatur dalam Undang-Undang ini. 
b. Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 
sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang ini  
c. Usaha Menengah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha 
Menengah juga definisikan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil 
atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 





Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, UMKM berdasarkan: 
1. Kekeluargaan 
2. Demokrasi ekonomi 
3. Kebersamaan 
4. Efisiensi berkeadilan 
5. Kesatuan ekonomi sosial 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga memiliki kriteria sesuai dengan 
UU Nomor 20 Tahun 2008, yaitu: 
Tabel.2.1. 
Kelompok UMKM 
No. Uraian Kriteria 
Aset  Omzet 
1. Usaha Mikro Max 50 Jta Max 300 Jta 
2. Usaha Kecil >50 Jta - 500 Jta 300 Jta- 2,5 M 
3. Usaha Menengah >500 Jta – 10 M >2,5 M – 50 M 
Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008 
 
2.1.7. Nomor Pokok Wajib Pajak 
Berdasarkan sistem self assessment yang dimuat dalam undang-undang 
perpajakan, maka semua orang yang memperoleh atau menerima penghasilan baik 
dari usaha maupun pekerjaan bebas yang jumlahnya setahun diatas Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP), diwajibkan mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan 
Pajak dimana ia bertempat tinggal atau berdomisili untuk dicatat sebagai wajib 
pajak sekaligus diberikan NPWP atau dapat pula mendaftarkan diri secara online 
melalui website kantor pajak. Kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu 




Pengertian NPWP menurut Widyaningsih (2011: 229), Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai 
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. 
Fungsi NPWP menurut Widyaningsih (2011: 229), terdapat 4 fungsi dari 
NPWP, yaitu: 
1. Sarana dalam administrasi perpajakan 
2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakannya. 
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi 
perpajakan oleh fiskus terhadap wajib pajak. 
Berdasarkan sistem self assessment bahwa untuk diberikan identitas 
berupa NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak. 
berbagai bentuk wajib pajak yang harus mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dapat dibedakan sebagai berikut (Muljono, 2010: 43) : 
1. Wajib pajak orang pribadi, yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi 
menjalankan usaha/pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi karyawan, 
wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, wajib pajak wanita kawin, 
wajib pajak orang pribadi luar negeri, wajib pajak orang pribadi yang 
memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar pabean.  
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2. Wajib pajak badan, yang dimaksud badan adalah sekumpulan orang dan atau 
modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
BUMN, BUMD dalam bentuk apapun, firma, yayasan dan semacamnya. 
3. Wajib pajak Badan Usaha Tetap, yang dimaksud BUT adalah bentuk usaha 
yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 
Tahun / badan yang didirikan tidak bertempat di Indonesia. 
4. Wajib pajak cabang, kartu NPWP cabang diterbitkan atas setiap gerai tanpa 
memerhatikan jumlah gerai dan NPWP domisilinya diterbitkan sesuai dengan 
alamat tinggal pelaku usaha. 
5. Wajib pajak pemotong pajak, wajib pajak sebagai pemotong pajak dapat 
berbentuk bendaharawan pemerintah, perusahaan, yayasan, penyelenggara 
kegiatan, pemberi kerja orang pribadi atau badan. 
6. Wajib pajak pemungut pajak, diantaranya adalah partai politik, bendaharawan 
sekolah swasta. 
Pasal 2 UU No. 5 tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan berbunyi bahwa setiap Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 
Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tentang jangka 
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waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha menyebutkan bahwa, wajib 
pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif adalah: 
1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 
yang tidak terikat oleh suatu hubungan. 
2. Wajib pajak badan 
3. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak 
melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 
suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP). 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, 
apabila wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan dan telah dihimbau untuk 
mendaftarkan diri dan tidak menanggapi maka setelah dilakukan pemeriksaan 
dapat diberikan NPWP secara jabatan. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (4a) 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa kewajiban 
perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat 
wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum 
diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak. 
Jangka waktu pendaftaran NPWP  menurut Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 20/PMK.03/2008 tentang jangka waktu pendafataran dan pelaporan 
kegiatan usaha mengatur jangka waktu pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut: 
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1. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas, dan 
Wajib pajak Badan: 
a. Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1(satu) 
bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. 
b. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat 
usaha/pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan. 
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak 
melakukan pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh 
NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan yang 
disetahunkan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Menurut Resmi (2008: 27), tempat 
pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut: 
1. Bagi wajib pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. 
2. Bagi wajib pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha wajib 
pajak. 
Syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP bagi wajib pajak mengisi 
formulir pendaftaran dan menyampaikan langsung atau melalui pos ke Kantor 
Pelayanan Pajak setempat dengan persyaratan berdasarkan kelompok sebagai 
berikut (Widyaningsih, 2011: 230): 
1. Orang pribadi mempunyai atau tidak mempunyai usaha/pekerjaan bebas. 
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a. Mengisi formulir pendaftaran NPWP yang disediakan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak. 
b. Kartu Tanda Penduduk atau paspor bagi orang asing. 
2. Badan: 
a. Mengisi formulir pendaftaran NPWP yang disediakan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak. 
b. Akta pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari 
kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap. 
c. Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemimpin/penanggung jawab. 
3. Bendahara sebagai wajib pajak Pemungut/Pemotong: 
a. Mengisi formulir pendaftaran NPWP yang disediakan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak. 
b. Surat penunjukan sebagai bendahara. 
c. Kartu Tanda Penduduk bendahara 
4. Joint Operation sebagai wajib pajak Pemungut/Pemotong: 
a. Mengisi kartu pendaftaran NPWP 
b. Kartu Tanda Penduduk atau paspor pimpinan/penanggung jawab. 
c. NPWP pimpinan/penanggung jawab Joint Operation. 
 
2.1.8 Kepatuhan Dalam Perpajakan 
 Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin. Kepatuhan dalam perpajakan 
berarti keadaan wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin dan 
menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
serta tata cara pajak yang berlaku. 
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 Menurut Nurmantu (2003: 45), kepatuhan pajak dapat didefinisikan 
sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. 
Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi 
peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Sanksi administrasi maupun 
sanksi hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak mau memenuhi 
kewajibannya. 
Terdapat dua  jenis/macam kepatuhan pajak, yakni: (1) kepatuhan formal 
adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan 
dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa 
memperhatikan hakekat kewajiban itu sendiri. Misalnya menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) sebelum tanggal 31 Maret 
ke Kantor Pelayanan Pajak dengan mengabaikan isi dari SPT PPh tersebut benar 
atau salah karena yang terpenting sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. 
Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal; (2) Kepatuhan material 
adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang 
berhubungan dengana nama dan kewajiban perpajakan, juga yang terpenting 
memenuhi hakekat kewajiban perpajakan. Wajib pajak mengisi dengan jujur, 
lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan dan 
menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir 
(Nurmantu, 2003: 148).  
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Sejalan dengan reformasi perpajakan yang menghasilkan perubahan pada 
sistem dan mekanisme pemungutan pajak (dari official assessment menjadi self 
assessment), dimana peran wajib pajak dalam sistem self assessment harus aktif 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mulai dari mendaftarkan diri sebagai 
wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melapor. Menurut 
Zain (2005: 42), untuk mengukur derajat kepatuhan wajib pajak berdasarkan 
sistem self assessment adalah sebagai berikut: 
1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 
2. Wajib pajak paham dan melaksanakan dengan aktif kewajiban pajaknya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan 
No.544/KMK.04/2000 tentang Kriteria wajib pajak yang Dapat Diberikan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, adalah sebagai berikut: 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua 
tahun terakhir 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 
terhadap Wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 
pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling 
banyak 5 persen. 
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5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh 
akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat 
dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 
 Dalam penjelasan mengenai kepatuhan pajak yang didefinisikan sebagai 
suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya, 
maka adapula wajib pajak yang tidak patuh. Ketidakpatuhan pajak dapat diartikan 
secara bebas sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua 
kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. 
Salah satu penelitian di Chile, Amerika Latin oleh Caro (Nurmantu, 2003: 
69) menunjukan delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak, 
yaitu: 
1. Karena tidak memiliki manfaat 
2. Karena orang lain juga tidak membayar 
3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar 
4. Karena mereka mencuri uang saya 
5. Karena tidak tahu bagaimana melaksanakannya 
6. Karena saya telah mencoba tetapi saya tidak mampu 
7. Karena jika mereka menangkap saya, maka saya bisa menyelesaikannya 
8. Walaupun saya tidak membayar tidak akan terjadi apa-apa 
Berdasarkan uraian diatas hal yang paling mendasar sebab ketidakpatuhan 
pajak adalah sistem perpajakan yang mencakup semua tatanan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan pajak termasuk didalamnya undang-undang, peraturan, 
sistem administrasi, sanksi atau hukum yang belum berjalan dengan baik, mental 
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aparat pajak dan kemampuan membayar oleh wajib pajak yang berhubungan 
dengan kondisi perekonomian wajib pajak. 
 Menurut Herber dalam Nurmantu (2003: 90), perilaku wajib pajak yang 
tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, dibedakan menjadi tiga 
yaitu Tax Evasion, Tax Avoidance, dan Tax Delinquery. 
 Tax Evasion adalah perbuatan penghindaran pajak yang melanggar 
undang-undang. Tax Avoidance adalah wajib pajak memanfaatkan peluang-
peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar 
pajak yang lebih rendah. Tax Delinquery adalah perbuatan tidak memenuhi 
kewajiban pajaknya karena ketidakmampuan secara ekonomis. 
 
2.1.9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 
 Ada beberapa faktor yang memepengaruhi kepatuhan pengusaha dalam 
memiliki NPWP yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain pengetahuan 
wajib pajak, penghasilan wajib pajak, manfaat yang dirasakan atas kepemilikan 
NPWP, sanksi Pajak, dan sosialisasi pajak. 
1. Pengetahuan Peraturan Perpajakan 
Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan 
umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari 
subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan 
pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Eddy, 2015: 
2). Berdasarkan penjelasan tersebut pengetahuan perpajakan sangat penting bagi 
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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Pengetahuan perpajakan dan juga pemahaman jelas penting dalam self 
assessment system dimana dalam sistem self assessment semua proses 
perpajakannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak sehingga dibutuhkan 
pengetahuan dan pemahaman yang cukup dari wajib pajak untuk mematuhi 
kewajiban membayar pajak. 
Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib 
pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011: 
3). Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung 
dengan pengetahuan wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. 
Pemahaman akan pengetahuan pajak akan memudahkan wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak mengetahui 
peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak 
patuh (Hardiningsih, 2011: 4). 
 Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengetahuan wajib pajak 
mengenai peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, 
maka mereka lebih mudah untuk memahami dan mengerti akan peraturan 
perpajakan dan sebaliknya. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan yang 
berlaku dapat dilakukan oleh fiskus dengan ditingkatkannya sosialisasi pajak di 
masyarakat. Apabila wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman  
yang tinggi tentang perpajakan maka diharapkan kepatuhan kewajiban pajaknya 
akan meningkat sehingga tercapai target pendapatan pajak yang nantinya dapat 




2. Penghasilan Wajib Pajak 
 Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia 
maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
 Apabila penghasilan dikaitkan dengan kewajiban memiliki NPWP, maka 
wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha wajib untuk 
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan saat usaha mulai 
dijalankan yaitu saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendiriaan usaha dan saat 
usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Alasan dari satu bulan saat usaha mulai 
dilakukan adalah saat dimana wajib pajak sudah memiliki penghasilan dari usaha 
yang dijalankan.  
Wajib pajak yang telah memenuhi syarat objektif dimana yang dimaksud 
objektif sesuai dengan UU PPh adalah objek pajak berupa penghasilan dan tidak 
mendaftarkan diri maka dapat diberikan NPWP secara jabatan. Dan juga sesuai 
dengan peraturan DJP No. 44/PJ/2008 wajib pajak orang pribadi yang tidak 
melakukan pekerjaan bebas dan jumlah penghasilan di bawah PTKP pun dapat 
juga mendaftarkan diri sebagai wajib pajak  secara sukarela (Muljono, 2010: 49). 
3. Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak 
 Manfaat menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (2000: 89), berarti guna, 
faedah. Manfaat yang dirasakan wajib pajak berarti guna atau faedah atau baik 
buruknya yang dirasakan wajib pajak jika memiliki NPWP. Manfaat pajak dapat 
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dirasakan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan 
pembangunan yang berdampak positif terhadap masyarakat luas, peningkatan 
sarana umum, peningkatan kualitas prosedur dan mekanisme perpajakan. 
 Wajib pajak akan menjadi patuh dalam mendaftarkan diri apabila 
memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Banyak manfaat yang didapat oleh 
wajib pajak dengan memiliki NPWP. Menurut Prakoso (2011: 56), terdapat 
beberapa manfaat yang dirasakan wajib pajak yang memiliki NPWP, diantaranya: 
a. Jika wajib pajak dipotong pajak atas pekerjaan atau kegiatan, dengan 
memiliki NPWP Wajib pajak bisa menghitung ulang dan jika terdapat 
kelebihan pembayaran dapat dimintakan restitusi/pembayaran kembali. 
b. Tarif PPh pasal 21 lebih tinggi 20% dan tarif PPh pasal 23 100% dapat 
dihindari. 
c. Wajib pajak dapat menjelaskan transaksi yang mensyaratkan kepemilikan 
NPWP misalnya pengajuan kredit, penjualan tanah, menjadi konsultan 
pajak dan sebagainya. 
d. Jika terjadi kekeliruan atau penetapan sepihak, Wajib pajak dapat 
mengajukan keberatan, banding, pembatalan ketetapan, pengurangan 
sanksi, dan sebagainya. 
e. Berhak mendapat pelayanan dari petugas pajak, baik bersifat informatif 
maupun teknis. 
Manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 
kemudahan pengurusan administrasi dalam hal sebagai berikut: 
a. Pengajuan kredit bank. 
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b. Pembuatan Rekening Koran di bank. 
c. Pengajuan SIUP/TDP. 
d. Pembayaran pajak final (PPh Final, PPN, dan BPHTB, dll) 
e. Pembuatan paspor. 
f. Mengikuti lelang di Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD. 
g. Kemudahan pelayanan perpajakan. 
h. Kemudahan pengembalian pajak. 
i. Bebas dari pengenaan fiskal di luar negeri. 
4. Sanksi Pajak 
 Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak, baik 
secara perorangan atau kelompok, karena terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap aturan yang berlaku. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah 
digunakan sebagai alat untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi 
aturan yang telah ditentukan. 
 Sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 UU KUP Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang yang dengan sengaja 
tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak 
melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan 
dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali pajak 
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terutang yang tidak atau kurang dibayar dan denda paling banyak 4 (empat) kali 
jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar (Widyaningsih, 2011: 318). 
 Pemerintah akan memberikan sanksi apabila kesalahan yang sama diulangi 
oleh wajib pajak sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani 
pidana penjara yang dijatuhkan maka sanksinya akan menjadi 2 kalinya. Sanksi 
ini ditunjukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan 
perpajakan atau melakukan pelanggaran atau kecurangan terhadap peraturan yang 
berlaku. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi 
diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal kepemilikan NPWP. 
5. Sosialisasi Pajak 
Sosialisasi menurut Basalamah (2004: 196) adalah suatu proses dimana 
orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan 
oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar 
menjadi organisasi yang efektif. Sehingga sosialisasi perpajakan dapat diartikan 
sebagai suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, 
informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak 
pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.  
Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan 
sosialisasi pajak antara lain:  
a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan  
b. Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-  
pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.  
c. Memasang spanduk yang bertemakan pajak.  
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d. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi. 
e. Mengadakan acara tax goes to campus yang diisikan dengan berbagai 
acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak 
dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pamahaman tentang 
pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
 Penelitian terdahulu akan bermanfaat dan bermakna jika judul-judul 
penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan memiliki hubungan 
dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian terdahulu yang relevan 

















Penelitian yang Relevan 
No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 
1. Wirapati dan 
Jati (2014) 




NPWP di Kabupaten 
Gianjar. 
Hasil penelitian pengetahuan 
wajib pajak, penghasilan wajib 
pajak, manfaat yang dirasakan 
wajib pajak mempunyai 
pengaruh terhadap kepatuhan 
memiliki NPWP dan sanksi 
pajak mempunyai pengaruh 
terhadap kepatuhan memiliki 
NPWP 




Nomor Pokok Wajib 
Pajak. 
Pengetahuan wajib pajak,  
manfaat yang dirasakan wajib 
pajak, kepercayaan terhadap 
aparat pajak dan sosialisasi 
juga mempunyai pengaruh 
terhadap kepatuhan pemilik 
UMKM dalam memiliki 
NPWP. 




Pengusaha Kecil dan 
Mikro Mendaftar 
menjadi Wajib pajak 
Orang Pribadi. 
Kebutuhan atas kepemilikan 
NPWP, kemudahan dalam 
perpajakan, sanksi pajak tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan untuk 
mendaftar menjadi WPOP, 
persepsi atas pajak mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap 













mempunyai pengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib pajak, sanksi 
tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib pajak. 





Pengusaha Kecil Dan 
Mikro Mendaftar 
Menjadi Wajib pajak 
Orang Pribadi. 
Kebutuhan atas NPWP, 
kemudahan dalam perpajakan, 
sanksi pajak mempunyai 
pengaruh terhadap kepatuhan 
menjadi WPOP, dan persepsi 
atas pajak mempunyai 
pengaruh terhadap kepatuhan 
menjadi WPOP 
Sumber: Data diolah, 2016 
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2.3. Kerangka Berfikir 
Gambar 2.1. 

















Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. 
Hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis argumentasi, deskriptif, kerja atau 
nol. Hipotesis argumentasi adalah hipotesis yang menunjukan dugaan sementara 
mengapa suatu peristiwa atau variabel terjadi. Hipotesis kerja adalah dugaan 
sementara tentang akibat suatu variabel terjadi terhadap variabel tertentu yang lain 
bila suatu variabel berubah akan mengakibatkan variabel lainnya berubah pula. 







memiliki NPWP (Y) 
Manfaat memiliki 
NPWP (X3) 
Sanksi pajak (X4) 
Sosialisasi pajak (X5) 
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(Musclich, 2008: 76). Berdasarkan kerangka berfikir di atas, penelitian ini 
menurunkan hipotesis, sebagai berikut: 
1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam 
Memiliki NPWP. 
Pengetahuan wajib pajak sangat erat kaitannya apabila dihubungkan 
dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Alasan dari teori tersebut tidak terlepas 
dari sistem perpajakan yang berlaku yaitu self assessment system, dengan sistem 
ini menuntut peran aktif wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak UMKM dapat 
menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk secara sukarela memenuhi 
kewajibannya sesuai sistem self assessment yaitu, mendaftarkan diri, menghitung 
dan melapor pajak (Susmiatun, 2014: 384).    
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013: 11), menemukan bahwa 
Pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan memiliki 
NPWP. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai 
segala sesuatu mengenai perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak tersebut 
akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan pada akhirnya mereka 
akan cenderung untuk menjadi wajib pajak tidak patuh ( Putri, 2013: 11).  
Penelitian yang dilakukan oleh Darwin (2005), Lewa (2009), Prakoso 
(2011), dan Susmiatun (2014) menemukan bukti bahwa pengetahuan wajib pajak 
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak khususnya untuk memiliki NPWP. 
Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan dapat diduga berpengaruh terhadap 
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kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Maka hipotesis pertama yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 
H1: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM 
dalam memiliki NPWP. 
2. Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki 
NPWP. 
Penghasilan wajib pajak diartikan secara bebas adalah suatu keadaan 
dimana kemampuan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya wajib pajak 
yang memiliki penghasilan besar cenderung lebih patuh dalam pelaporan 
kewajiban perpajakannya daripada wajib pajak yang berpenghasilan rendah.  
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wirapati dan Jati (2014: 303), 
menemukan bahwa Penghasilan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap 
kepatuhan memiliki NPWP. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2009) dan 
Prakoso (2011) menemukan bukti juga bahwa penghasilan yag dimiliki oleh wajib 
pajak berpengaruh positif dan sigifikan terhadap kepatuhan memiliki NPWP, 
maka hipotesis kedua yang diturunkan adalah sebagai berikut: 
H2: Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam 
memiliki NPWP. 
3. Pengaruh Manfaat Atas NPWP Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam 
Memiliki NPWP. 
Dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak tidak akan mendapat 
imbalan langsung karena salah satu unsur pajak adalah tidak ada kontraprestasi 
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langsung. Namun, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang juga 
berdampak pada peningkatan penerimaan sektor pajak maka pemerintah berupaya 
memberikan imbal balik bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat merasakan 
manfaat pajak. Pada dasarnya, seseorang akan enggan untuk melakukan sesuatu 
yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. 
Semakin banyak manfaat yang didapat oleh seseorang atas kepemilikan 
NPWP, maka tingkat kepatuhan untuk melaksanakan kewajibannya akan semakin 
tinggi (Maulana, 2013: 4). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013: 11), 
menemukan bahwa manfaat atas NPWP mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 
memiliki NPWP . Penelitian Putri sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Priantara (2011) dan Prakoso (2011) dimana manfaat NPWP mempunyai 
hubungan positif serta berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Maka hipotesis ketiga yang diturunkan adalah sebagai berikut: 
H3: Manfaat atas NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM 
dalam memiliki NPWP. 
4. Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki 
NPWP. 
Sanksi perpajakan merupakan alat pemerintah untuk mencegah dan 
meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak 
akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi yang 
akan seseorang terima akan lebih banyak merugikan dirinya (Jatmiko, 2006: 8). 
Wirapati dan Jati (2014: 304) hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa 
sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengrajin. Penelitian 
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tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2011), hasil yang 
diperoleh menunjukan bahwa semakin berat sanksi yang diberikan akan 
mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengrajin. Ketakutan psikologis 
dalam diri wajib pajak akan mendorong seseorang untuk patuh terhadap aturan. 
Berdasarkan uraian singkat tersebut maka dapat diturunkan hipotesis keempat 
sebagai berikut: 
 H4: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam 
memiliki NPWP. 
5. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki 
NPWP. 
Sosialisasi pajak merupakan proses penyampaian informasi mengenai 
segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan kepada masyarakat pada 
umumnya dan wajib pajak pada khususnya. Sosialisasi memiliki peran penting 
dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui sosialisasi 
pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon wajib 
pajak mengenai semua hal yang berkaitan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi 
yang efektif kepada wajib pajak, khususnya pemilik UMKM maka para pelaku 
usaha akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  
Menurut Winerungan (2013: 967) bahwa dengan kurang intesifnya 
sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan 
pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya. Hal 
tersebut memberi informasi bahwa semakin baik memberi penyuluhan peraturan 
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perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan UMKM untuk memiliki 
NPWP. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013: 12), menemukan bahwa 
sosialisasi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan memiliki NPWP . 
Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ananda, dkk (2015) yang menemukan 
hasil bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. maka diturunkan hipotesis kelima penelitian ini sebagai berikut:  






3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2016 - Mei 2016 di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang beralamatkan di Jalan K.H Agus Salim 
No.1 Surakarta. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010: 8) penelitian kuantitatif adalah data yang 
berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan. Adapun analisis yang digunakan 
untuk pengkajian hasil penelitian ini berupa analisis statistik deskriptif. 
Sedangkan menurut Soeratno (1988: 63), jika serangkaian observasi (pengukuran) 
dapat dinyatakan dalam angka-angka, maka kumpulan angka-angka hasil 
observasi tersebut dinamakan data kuantitatif. 
 
3.3. Populasi, Sampel dan Tehnik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Menurut Priadana (2009: 103) populasi adalah sekelompok orang, 
kejadian atau gejala sesuatu yang mempunyai karateristik tertentu. Anggota 
populasi disebut elemen populasi (population element). Maka populasi yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP 
Pratama Surakarta. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah wajib pajak yang 




Sampel (sampling) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas 
sejumlah anggota yang dilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah tapi tidak 
semua, elemen populasi akan membentuk sampel (Sekaran, 2006: 123). 
Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan dasar penentuan sampel dari 
Roscoe (1975), dalam Sekaran (2006: 160) yang memberikan pedoman penentuan 
jumlah sampel sebagai berikut: 
a. Sebaiknya ukuran sampel diantar 30 s/d 500 elemen. 
b. Jika sampel dipecah lagi kedalam sub sampel, jumlah minimum subsampel 
harus 30. 
c. Pada penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda) ukuran 
sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) dari jumlah variabel yang 
akan dianalisis. 
Jadi jumlah variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah 6 
variabel yang terdiri dari variabel dependent dan independent maka jumlah 
sampel adalah 6 x 10 = 60 sampel. Dalam penelitian ini menggunakan sampel 
sejumlah 85 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. 
3.  Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling, yaitu teknik penentuan dengan kriteria tertentu. Kriteria 
dapat berdasarkan pertimbangan tertentu atau jatah tertentu (Sugiyono, 2009: 
122). Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak 
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usaha yang berskala Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama 
Surakarta, dan yang memiliki omzet di bawah 50 Miliar per tahun. 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut 
sumber data dapat digolongkan atas data primer dan data sekunder. 
1. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari  sumber data 
pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005: 132). Data 
primer dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk menghitung 
variabel-variabel penelitian dan pengumpulan datanya dengan cara 
memberikan daftar pernyataan kepada responden yang berisi tentang 
tanggapan responden yang berhubungan dengan variabel pengetahuan, 
penghasilan, manfaat atas NPWP, sanksi, sosialisasi dalam memenuhi 
kewajiban pelaku UMKM untuk memiliki NPWP di KPP Pratama Surakarta. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 
sekunder dari  data yang dibutuhkan (Bungin, 2005: 122). Pengumpulan data 
sekunder dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yang bersumber dari 
jurnal, buku, serta publikasi hasil penelitian. 
 
3.5. Tehnik Pengumpulan Data 
 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai 
literatur yang berhubungan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk 
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mendapatkan landasan teori dan tehnik analisis data untuk memecahkan 
masalah. 
2. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada Wajib 
pajak pelaku usaha di Kantor Pajak Pratama Surakarta. Sejumlah pernyataan 
diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta untuk 
menjawab pernyataan sesuai dengan pendapat mereka. 
 
3.6. Variabel Penelitian 
Penjelasan variabel penelitian menurut Sugiyono (2010: 38) yaitu: 
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 
kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa operasionalisasi 
variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-
variabel yang terkait dalam penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat dua 
variabel yang digunakan yaitu: 
1. Variabel Independent (X) 
Pengertian variabel independent menurut Sugiyono (2010: 39) variabel 
independent (bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel 
independent pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak (X1), penghasilan wajib 





2. Variabel Dependent (Y) 
Pengertian variabel dependent menurut Sugiyono (2010: 39) adalah 
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 
variabel bebas. Variabel dependent (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan 
pemilik UMKM dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.  
 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 













adalah suatu keadaan 
wajib pajak memenuhi 
semua kewajiban 
perpajakan dan 




1. Memiliki NPWP 
merupakan salah satu 
bentuk kepatuhan  
terhadap ketentuan 
perpajakan  
2. Memiliki NPWP berarti 
saya menjadi warga negara 
yang taat pajak. 






















ketentuan umum di 
bidang perpajakan, 
jenis pajak yang 
berlaku di Indonesia 
mulai dari subyek 
pajak, obyek pajak, 
tarif pajak,perhitungan 
pajak terutang,  dan 
pencatatan. 
1. Pengertian NPWP 
2. Kewajiban memiliki 
NPWP bagi orang pribadi  
3. Sifat NPWP 





























Penghasilan WP adalah 
setiap tambahan 
kemampuan ekonomis 
yang diperoleh WP yang 




1. Kepemilikan NPWP 
didasarkan pada besar 
tingkat penghasilan  




















Manfaat yang dirasakan 
WP adalah guna atau 
faedah atau baik 
buruknya yang dirasakan 
wajib pajak jika 
memiliki NPWP. 
1. Kemudahan pengurusan 
administrasi.  




penetapan sepihak dari 
Dirjen Pajak.  
3. Wajib pajak lebih patuh 
untuk memiliki NPWP 
apabila memperoleh 


















Sanksi adalah suatu 
tindakan yang diberikan 
kepada wajib pajak, baik 




aturan yang berlaku. 
1. Sanksi pidana penjara  
2. Sanksi denda  
3. Sanksi pengulangan 
kesalahan  
4. Sanksi administrasi 

















Sosialisasi adalah upaya 
dari Direktorat Jenderal 
Pajak untuk memberikan 
pengertian, informasi, 
dan pembinaan kepada 
masyarakat pada 
umumnya dan wajib 
pajak pada khususnya 
mengenai perpajakan. 
1. Frekuensi pemberian 
sosialisasi  
2. Cara sosialisasi yang 
dilakukan  
3. Media sosialisasi  














3.8. Teknik Analisis Data 
Metode analisis penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan tehnik 
analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu 
permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif, dengan menggunakan skala 
likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.  
Kebaikan format tipe  likert dibandingkan format checklist ialah tipe likert 
tercermin dalam keragaman skor sebagai akibat penggunaan skala antara 1 sampai 
dengan 5. Setiap pernyataan memungkinkan responden mengekspresikan tingkat 
pendapat mereka mendekati kenyataan sebenarnya. Persepsi responden diukur 
menggunakan skala likert dan diberi skor berikut: 
Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)  Skor 4  : Setuju (S) 
Skor 2 : Tidak Setuju (TS)   Skor 5  : Sangat Setuju (SS) 
Skor 3 : Netral (N) 
 Dari butir-butir skor yang telah didapat dari setiap pertanyaan, maka 
selanjutnya akan dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS 
20.00 for windows.  
 
3.8.1. Statisitik Deskriptif 
 Analisis ini berisi mengenai bahasan secara deskriptif mengenai tanggapan 
yang diberikan responden pada kuesioner. Statistik deskriptif adalah statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya bermaksud 
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membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum/generalisasi (Sugiyono, 2004: 
169). 
 
3.8.2. Uji Instumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengetahui kesamaan antara data yang 
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti 
sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid berarti alat ukur yang 
digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut 
dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 
1999: 267). Pengujian dilakukan dengan jalan mengkorelasikan antara skor tiap 
butir (X) dengan menggunakan rumus korelasi  product moment sebagai berikut: 
rxy =   n(Ʃxy) – (Ʃx)(Ʃy) 
 √      (   )(      (   ))  
Dimana: 
rxy = Koofisien korelasi validitas 
x = Skor item 
y = Skor total 
n = Banyaknya subjek 
Teknik ini dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. 
Apabila r hitung > r tabel, maka butir/item pernyataan atau indikator variabel 
yang digunakan pada penelitian ini dianggap valid atau sah. Apabila r hitung < r 
tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid. Untuk mempermudah 




2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas menunjukan suatu pengertian bahwa suatu instrument 
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrument sudah baik. Instrument yang reliabel artinya instrument yang bila 
digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan 
data yang sama sedang hasil penelitian yang reliabel bila terdapat kesamaan data 
dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 1999: 267). Untuk menguji reliabilitas 
digunakan metode coofisien cronbach alpha dengan rumus: 
rn = (
 
   
)( 
Ʃ   
   
) 
Dimana: 
rn = Reliabilitas yang dicari 
Ʃri2 = Jumlah variasi seluruh butir 
rt = Varians total 
n  = Jumlah butir pertanyaan 
Suatu konstruk atau varibel dikatakan reliabel jika memberi nilai cronbach 
alpha lebih dari 0,60. Menurut Sekaran (2000: 206) nilai alpha antara 0,8-1,0 
dikategorikan reliabelilitas baik. Nilai 0,6-0,79 dikategorikan reliabilitas dapat 
diterima dan alphanya kurang dari 0,60 dikategorikan reliabilitasnya kurang baik. 
 
1.8.3. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 
analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). 
Setidaknya ada empat uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi. 
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Tidak terdapat ketentuan tentang urutan uji mana dulu yang harus 
dipenuhi. Analisis dapat dilakukan bergantung pada data yang ada. Sebagai 
contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana 
yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji 
tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pada uji yang lain. Dalam 
penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji 
multikolinearitas,  uji heteroskedastisitas. 
1. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2013: 110) tujuan dari uji normalitas adalah untuk 
mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji 
normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel 
lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 
Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid.  
Pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai 
probabilitas > 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, namun 
sebaliknya jika data memiliki nilai probabilitas < 0,05 (tarif siginifikan 5%) maka 
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005: 114). Model 
regresi yang baik adalah distribusi data interval atau mendekati normal. Untuk 
mendeteksi normalitas dapat juga melihat grafik normal P-P Plot of regression 
Standardizet Residual. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 





2. Uji Multikolineritas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 
yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 
variabel independen tidak saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 
ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar 
sesama variabel independen sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah 
yang bebas dari multikolinearitas. 
 Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan cara 
meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen 
dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value. 
Apabila nilai tolerance  lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka 
tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian. Sebaliknya apabila nilai 
tolerance  lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF  lebih dari 10 maka terdapat 
multikolinearitas (Ghozali, 2005: 92). 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain, jika variance residual satu pengamatan ke yang lain tetap 
maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2013: 105).  
Untuk medeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan 
dengan menggunakan metode korelasi Rank Spearman (Gujarati, 1997:88).  
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rs = 1- 6 
    
 (    )
 
Keterangan: 
di: perbedaan dalam rank yang ditempatkan untuk dua karateristik yang  
berbeda dari individu atau fenomena ke-i. 
n: banyaknya individual atau fenomena yang dirank. 
α: koofisien korelasi Rank Spearman 
Uji heterokedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas 
dengan siginifikan 0,05. Apabila probabilitas r > 0,05 maka dapat dikatakan 
bahwa dalam model regresi tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heterokedastisitas. Untuk mempermudah perhitungannya, uji heterokedastisitas 
dalam penelitian ini dilakukan dengan SPPS 20.00 for windows. 
 
1.8.4. Uji Ketepatan Model  
1. Uji Simultan (Uji Statistik F)  
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2005: 84). 
a. Hipotesis Sebagai Berikut: 
Ho : β1=β2 =β3 = ...βi = 0 berarti secara bersama-sama tidak terdapat 
pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. 
Ho : β1≠ β2 ≠ β3 ≠  ...βi ≠ 0 berarti secara bersama-sama terdapat pengaruh 
signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. 
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b. Menentukan Level of  Significance (α) Sebesar 5%.  
c. Kriteria Pengujian       
Ho diterima apabila F ≤ Fα dan Ho ditolak apabila F≥ Fα 
d. Penghitungan Nilai F 
Nilai Fhitung dapat dicari dengan menggunakan rumus: 
Fh =     
   (   )
(    )  (   )
 
Dimana: N = Jumlah data 
R
2
 =  Koofisien determinan 
K = Jumlah parameter 
e. Keputusan 
Perbandingan antar besarnya Fhitung dengan Ftabel jika nilai Fhitung lebih 
besar dari Ftabel atau p-value < α maka dapat dikatakan bahwa secara 
bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel dependen, sebaliknya  jika nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka 
secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh signifikan variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Koofisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui persentase 
variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen 
(Kuncoro, 2007: 100). Nilai koefisien determinasi adalah antar 0 (nol) dan 1 
(satu). Nilai R
2 
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 
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berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 




   
   
 = 1-
   
   
 =1- 
    
    
 
Keterangan: 
ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan 
TTS = Jumlah total kuadrat 
Dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R-Squares dalam 
mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila satu 
variabel independen ditambahkan kedalam model. 
 
1.8.5. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel 
independent. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang 
dikembangkan adalah sebagai berikut: 
Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε 
Keterangan: 
Y = Kepatuhan memiliki Nomor Pokok Wajib pajak 
α  = Konstanta 
β1 = Koofisien regresi variabel pengetahuan pajak 
β2 = Koofisien regresi variabel penghasilan Wajib pajak 
β3 = Koofisien regresi variabel manfaat atas kepemilikan NPWP 
β4 = Koofisien regresi variabel sanksi pajak 
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β5  = Koofisien regresi variabel sosialisasi pajak 
X1 = Pengetahuan pajak   
X2 = Penghasilan Wajib pajak 
X3 = Manfaat atas kepemilikan NPWP 
X4 = Sanksi pajak 
X5 = Sosialisasi Pajak 
ε = Error 
 
1.8.6. Uji T (Signifikan Parameter) 
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan 
digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel 
independen secara individual terhadap dependen yang diuji pada tingkat 
signifikan 0,05 (Ghozali, 2005: 84). Langkah- langkah pengujian sebagai berikut: 
1. Menyusun Formulasi 
Ho : βi = 0 Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 
independen xi terhadap variabel dependen. 
Ha : βi ≠ 0 Berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen 
xi terhadap variabel dependen. 
2. Menentukan Nilai α (level of significance) nilai α yang biasa digunakan 
adalah 5%. 
3. Kriteria Pengujian 
Ho diterima apabila thitung< t(α/2;n-k;k-1) atau -thitung≥ t (α/2;n-k;k-1) 
Ho ditolak apabila thitung> t(α/2;n-k;k-1) atau -thitung≤ t (α/2;n-k;k-1) 
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4. Menghitung Thitung 
thit= βi 
                           SE (βi) 
Keterangan : 
βi = koofisien regresi veriabel bebas 
Se (βi) = standar error variabel independen 
5. Keputusan 
Ho akan diterima (Ha ditolak) pada tingkat kepercayaan tertentu jika thitung 
lebih kecil dari ttabel dengan demikian variabel independen ke-i yang diuji 
tidak mempengaruhi variabel terikat ke-i signifikan secara statistik. 
Sebaliknya Ho akan ditolak (Ha diterima) pada tingkat kepercayaan tertentu 
jika thitung lebih besar dari ttabel, sehingga variabel independen ke-i yang diuji 
mempengaruhi variabel terikat ke-i signifikan secara statistik. 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Surakarta 
4.1.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
 KPP Pratama Surakarta telah ada sejak lama dengan beberapa kali 
perubahan nama. Sebelum tahun 1966, KPP Pratama Surakarta berstatus sebagai 
Dinas Luar Tingkat I Surakarta di bawah wewenang wilayah kerja Kantor 
Inspeksi Keuangan Yogyakarta. 
 Karena semakin banyaknya jumlah Wajib pajak dan jumlah potensi 
penerimaan pajak, pada tahun 1966 Kantor Dinas Surakarta ditingkatkan sebagai 
Kantor Inspeksi Surakarta yang membawahi diantaranya kantor Dinas Luar 
Tingkat I Klaten, pada tanggal 1 April 1989 berdasarkan Keputusan presiden 
Nomor: 276/KMK.01/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 
Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dipecah menjadi: 
1. Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tipe B dengan wilayah kerja sebagai 
berikut: 
a. Kotamadya Surakarta 
b. Kabupaten Karanganyar 
c. Kabupaten Surakarta 
2. Kantor Pelayanan Pajak Klaten dengan wilayah kerja sebagai berikut: 





b. Kota Boyolali 
c. Kabupaten Sukoharjo 
d. Kabupaten Wonogiri 
3. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Surakarta tipe B, dengan wilayah 
kerja se-Karisidenan Surakarta (wilayah kerja Kantor Inspeksi Pajak 
Surakarta) 
Pada tahun 1994 semua istilah kantor Inspeksi pajak Surakarta 
berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
94/KMK.24/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata kerja 
Direktorat Jenderal Pajak berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta 
Tipe A dengan wilayah kerja Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, 
Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen. 
Sehubungan dengan re-organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Kantor Pelayanan Pajak Surakarta telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP)  Pratama Surakarta. KPP Pratama Surakarta yang terletak di Jalan Kyai 
Haji Agus Salim Nomor 1 Surakarta dibentuk berdasarkan keputusan Direktur 
Jenderal Pajak KEP-141/PJ/2007 yang diterapkan pada tanggal 03 Oktober 2007 
tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan saat mulai beroperasi Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Pelayanan, 
Penyuluhan dan Konsultasi perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 
Tengah II, Kantor layah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kantor Pelayanan Pajak Surakarta mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007 
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dan sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Surakarta sudah meliputi 
wilayah kerja 5 Kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, dan 
Banjarsari. 
 Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan bagian dari 
program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah 
berjalan sejak tahun 2012 ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah dan 
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pembentukan Kantor Pelayanan 
Pajak lanjutan dilanjutkan oleh terbitnya SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 
tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 
 Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia terjadi 
pada tahun 2007-2008. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, 
proses bisnis, tehnologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana serta 
manajemen sumber daya manusia. Perbaikan dalam struktur Direktorat Jenderal 
Pajak terefleksi pada karakter kantor modern antara lain adanya Account 
Representative untuk pelayanan kepala wajib pajak, penerapan kode etik pegawai, 
dan sistem penggajian yang lebih baik. 
 
4.1.2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
1.  Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 
pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib pajak.  
2.  Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat 
pemberitahuan masa serta berkas Wajib pajak. 
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3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan pajak tidak langsung lainnya. 
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan, 
penatausahaan banding dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan pajak tidak 
langsung lainnya. 
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. 
6. Penerbitan surat ketetapan pajak. 
7. Pembetulan surat ketetapan pajak. 
8. Pengurangan sanksi pajak. 
9. Penyuluhan dan konsultasi pajak. 
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
 
1.2. Pengujian dan Hasil Analisis 
 4.2.1. Deskripsi Karateristik Responden 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
yang dilaksanakan sejak April 2016 sampai Mei 2016 dengan menyebarkan 
kuisioner kepada 85 responden. Dalam penelitian ini mengambil sampel dengan 
tehnik purposive sampling yaitu wajib pajak usaha yang berskala Mikro, Kecil 
Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta, dan yang memiliki omzet di 
bawah 50 Miliar per tahun. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pengaruh pengetahuan wajib pajak, penghasilan, manfaat dari NPWP, sanksi 
pajak dan sosialisasi terhadap kepatuhan pelaku UMKM di KPP Pratama 
Surakarta. Karateristik responden dalam penelitian ini digunakan untuk 
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mengetahui distribusi responden jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, 
pendidikan, bentuk usaha, lama usaha, dan omzet usaha setahun. 
Berikut ini adalah tabel proses pembagian kuisioner serta tingkat 




Sumber : Data diolah, 2016 
Berdasarkan tabel penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah 
kuisioner yang disebar kepada responden adalah sebanyak 85 dan yang dapat 
diolah ada 82 kuisioner. Berikut adalah karateristik responden berdasarkan kriteria 
yang telah ditentukan, yaitu: 
1. Jenis Kelamin 
Karateristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 4.2. 






Sumber : Data diolah, 2016 
Pada tabel diatas menunjukan jumlah responden yang paling banyak 
adalah laki-laki sebesar 65,8% dan responden perempuan sebesar 34,1%. 
 
 
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
1. Laki-laki 54 65,8 
2. Perempuan 28 34,2 












Karateristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.3. 
Karateristik Responden Berdasarkan Usia 
 
Sumber : Data diolah, 2016 
Pada tabel di atas menunjukan jumlah responden yang paling banyak 
adalah yang berusia 36-50 tahun sebesar 39,1% kemudian diikuti usia 20-
35 tahun sebesar 30,4%, usia >50 tahun sebesar 26,9% dan yang terakhir 
usia < 20 tahun sebesar 3,6%. 
3. Pendidikan Terakhir 
Karateristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 4.4. 





Sumber : Data diolah, 2016 
Pada tabel di atas menunjukan jumlah pendidikan responden yang 
paling banyak adalah SMA sebesar 50%, kemudian diikuti oleh sarjana 
No Usia Frekuensi Persentase 
1. <20    Tahun   3   3,6 
2. 20-35 Tahun 25 30,4 
3. 36-50 Tahun 32 39,1 
4. >50    Tahun 22 26,9 
      Total 82      100 
No Pendidikan Frekuensi Persentase 
1. SMP   5   6,1 
2. SMA 41 50,0 
3. Diploma   9 11,0 
4. Sarjana 21 25,6 
5. Lain-lain   6   7,3 
      Total 82     100 
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sebesar 25,6%, diploma sebesar 11,0%, lain-lain sebesar 7,3%, dan SMP 
sebesar 6,1%. 
4. Bentuk Usaha 
Karateristik responden berdasarkan bentuk usaha dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 4.5. 




Sumber: Data diolah, 2016 
Pada tabel di atas menunjukan jumlah bentuk usaha responden yang 
paling banyak adalah lain-lain (pribadi)  sebesar 75,6%, kemudian CV 
sebesar 20,8%,  dan UD sebesar 3,6%. 
5. Lama Usaha 
Karateristik responden berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 4.6. 





Sumber : Data diolah, 2016 
No Bentuk Usaha Frekuensi Persentase 
1. UD   3   3,6 
2. CV 17 20,8 
4. Lain-lain 62 75,6 
       Total 82     100 
No Lama Usaha Frekuensi Persentase 
1. <1    Tahun 11 13,4 
2. 2-5   Tahun 24 29,3 
3. 6-10 Tahun 14 17,1 
4. >10  Tahun 33 40,2 
       Total 82     100 
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Pada tabel 4.6. menunjukan jumlah lama usaha responden yang 
paling banyak adalah >10 tahun sebesar 40,2%, kemudian 2-5 tahun 
sebesar 29,3%, 6-10 tahun sebesar 17,1%, dan <1 tahun sebesar 13,4%. 
6. Omzet 
Karateristik responden berdasarkan omzet dapat dilihat tabel berikut : 
Tabel 4.7. 




Sumber: Data diolah, 2016 
Pada tabel di atas menunjukan jumlah omzet responden yang paling 
banyak adalah omzet dibawah 100 juta sebesar 67,0%, kemudian 100-300 
juta sebesar 18,2%, 300-2,5 M sebesar 13,4%, dan yang terakhir >2,5 M 
sebesar 1,2%. 
 
4.2.2. Pengujian Analisis Deskriptif 
 Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran objek pengamatan secara 
umum, dalam penelitian ini digunakan statistik deskriptif. Pada penelitian ini, 
statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai minimum, nilai maksimum, rata-
rata (mean) dan simpangan baku (standar deviasi) dengan N merupakan 
banyaknya responden dalam penelitian. Deskriptif statistik semua variabel yang 
digunakan dalam model disajikan dalam tabel berikut: 
 
 
No Omzet Frekuensi Persentase 
1.    <100    Juta 55 67,0 
2. 100-300  Juta 15 18,2 
3.    300-2,5  M 11 13,4 
4. >2,5    M   1   1,2 





Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Pengetahuan 82 13 23 18,56 2,126 
Penghasilan 82 2 8 6,04 1,666 
Manfaat 82 11 15 12,82 1,287 
Sanksi 82 4 14 10,76 2,427 
Sosialisasi 82 14 18 15,55 1,209 
Kepatuhan Memiliki 
NPWP 
82 6 13 11,80 1,666 
Valid N (listwise) 82     
Sumber: Data diolah, 2016 
Tabel di atas menunjukan satistik deskriptif dari variabel-variabel yang 
diteliti. Variabel pengetahuan memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai 
maksimum sebesar 23, rata-rata sebesar 18,56, dan standar deviasi sebesar 2,126. 
Variabel penghasilan memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 
8, rata-rata sebesar 6,04, dan standar deviasi sebesar 1,666. Variabel manfaat 
NPWP memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 15, rata-rata 
sebesar 12,82, dan standar deviasi sebesar 1,287.  
Variabel sanksi memiliki nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum 
sebesar 14, rata-rata sebesar 10,76, dan standar deviasi sebesar 2,427. Variabel 
sosialisasi memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 18, rata-
rata sebesar 15,55, dan standar deviasi sebesar 1,209. Variabel kepatuhan WP 
memiliki nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 13, rata-rata sebesar 





4.2.3. Uji Instrumen Penelitian 
1.  Uji Validitas 
Uji validitas ini digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan instrumen 
kuesioner. Valid berarti instrument tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur 
apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 1999: 24).  
Agar mengetahui validitas konstruk suatu instrument atau alat pengukur 
adalah dengan mengkorelasikan skor atau nilai yang diperoleh pada masing-
masing pertanyaan atau pertanyaan dari semua responden dengan skor atau nilai 
total semua pertanyaan atau pertanyaan dari semua responden. Tingkat validitas 
item diketahui dengan membandingkan nilai rxy dengan nilai rtabel. dihitung dengan 
degree of freedom (df) = N-2, sehingga df = 82-2=80, n (0,05;80) yaitu 0,2172. 
Apabila rxy>rtabel maka item tersebut valid dan sebaliknya apabila rxy<rtabel maka 
item kuisioner dinyatakan tidak valid. 
Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas dengan teknik pearson 
correlation serta uji reabilitas menggunakan teknik cronbach alpha diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel 4.9. 
  Hasil Uji Validitas Pengetahuan 
No Pearson 
Corelation 
r tabel Batas 
Sign 
Keterangan 
1. 0,322 0,217 0,05 Valid 
2. 0,569 0,217 0,05 Valid 
3. 0,374 0,217 0,05 Valid 
4. 0,377 0,217 0,05 Valid 
5. 0,302 0,217 0,05 Valid 
 Sumber : Data diolah, 2016 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel pengetahuan pajak dari item_1 sampai item_5 tersebut valid/ layak 
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digunakan sebagai instrument penelitian, karena nilai rhitung lebih besar jika 
dibandingkan dengan rtabel  product moment. 
Tabel 4.10. 
Hasil Uji Validitas Penghasilan 
No Pearson 
Corelation 
rtabel Batas Sign Keterangan 
1. 0,518 0,217 0,05 Valid 
2. 0,518 0,217 0,05 Valid 
Sumber: Data diolah,2016 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel pengasilan dari item_1 sampai item_2 tersebut valid/ layak digunakan 
sebagai instrument penelitian, karena nilai rhitung lebih besar jika dibandingkan 
dengan rtabel  product moment. 
Tabel 4.11. 
Hasil Uji Validitas Manfaat atas NPWP 
No Pearson 
Corelation 
rtabel Batas Sign Keterangan 
1. 0,426 0,217 0,05 Valid 
2. 0,403 0,217 0,05 Valid 
3. 0,416 0,217 0,05 Valid 
Sumber: Data diolah, 2016 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel manfaat atas NPWP dari item_1 sampai item_3 tersebut valid/ layak 
digunakan sebagai instrument penelitian, karena nilai rhitung lebih besar jika 
dibandingkan dengan rtabel  product moment. 
Tabel 4.12. 
Hasil Uji Validitas Sanksi 
No Pearson 
Corelation 
rtabel Batas Sign Keterangan 
1. 0,649 0,217 0,05 Valid 
2. 0,647 0,217 0,05 Valid 
3. 0,773 0,217 0,05 Valid 
4. 0,353 0,217 0,05 Valid 




Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel sanksi dari item_1 sampai item_4 tersebut valid/ layak digunakan sebagai 
instrument penelitian, karena nilai rhitung lebih besar jika dibandingkan dengan rtabel 
product moment. 
Tabel 4.13. 
Hasil Uji Validitas Sosialisasi 
No Pearson 
Corelation 
rtabel Batas Sign Keterangan 
1. 0,331 0,217 0,05 Valid 
2. 0,568 0,217 0,05 Valid 
3. 0,448 0,217 0,05 Valid 
4. 0,584 0,217 0,05 Valid 
Sumber: Data diolah, 2016 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel sosialisasi dari item_1 sampai item_4 tersebut valid/ layak digunakan 
sebagai instrument penelitian, karena nilai rhitung lebih besar jika dibandingkan 
dengan rtabel  product moment. 
Tabel 4.14. 
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Memiliki NPWP 
No Pearson 
Corelation 
rtabel Batas Sign Keterangan 
1. 0,550 0,217 0,05 Valid 
2. 0,630 0,217 0,05 Valid 
3. 0,223 0,217 0,05 Valid 
Sumber: Data diolah, 2016 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk 
variabel kepatuhan memiliki NPWP dari item_1 sampai item_3 tersebut valid/ 
layak digunakan sebagai instrument penelitian, karena nilai rhitung lebih besar jika 




2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengukuran 
dapat memberikan hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali 
terhadap subjek yang sama. Dengan kata lain uji reliabilitas merupakan kriteria 
tingkat kemantapan atau konsisten suatu alat ukur (kuesioner). Pengujian 
dilakukan dengan metode Cronbach’s Alpha. 
Nilai alpha antara 0,8 sampai dengan 1 dikategorikan sebagai reliabilitas 
baik, nilai alpha antara 0,6 sampai 0,79 dikategorikan sebagai reliabilitas diterima, 
dan nilai alpha kurang dari 0,6 dikategorikan sebagai reliabilitas kurang baik. 
Hasil reliabilitas dapat dilihat selengkapnya seperti di bawah ini: 
Tabel 4.15. 
Hasil Uji Reliabilitas 
No Nama Variabel Cronbach 
Alpha 
Nun nally Keterangan 
1. Variabel Pengetahuan Pajak 0,613 0,6 Reliabel 
2. Variabel Penghasilan 0,680 0,6 Reliabel 
3. Variabel Manfaat NPWP 0,606 0,6 Reliabel 
4. Variabel Sanksi 0,789 0,6 Reliabel 
5. Variabel Sosialisasi 0,674 0,6 Reliabel 
6. Variabel Kepatuhan  0,642 0,6 Reliabel 
Sumber: Data diolah, 2016 
Pengujian reliabilitas pada masing-masing variabel diperoleh nilai 
Cronbach Alpha lebih dari kriteria suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai 
alpa lebih besar dari 0,6 yang mana menjelaskan bahwa semua variabel 
menunjukkan kuatnya reliabilitas. Dengan demikian maka seluruh uji instrumen 
yang terdiri dari validitas dan reliabilitas mmenuhi persyaratan untuk dipakai 




4.2.4. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi normal 
atau tidak, dengan menggunakan alat uji analisis metode Kolmogorof Smirnov. 
Uji ini digunakan untuk membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf 
signifikan 0,05. Apabila nilai sign hitung > 0,05 maka data berdistribusi normal. 
Hasil nilai normalitas adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.16. 
Hasil Uji Normalitas 
 
Variabel Kolmogorov Smirnov Test   Keterangan 
Unstandardized 
Residual 
0,472 0,05 Normal 
Sumber: Data diolah, 2016 
Dengan kesimpulan apabila probabilitas (Sig) > 0,05 berarti normal. Dari 
hasil pengujian dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 
0,472 karena nilai 0,472 > 0,05 maka dapat disimpulkan data tersebar normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan dua cara 
yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Jika 
VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas 








Hasil Uji Multikolinearitas 
No. Variabel VIF Tolerance  Keterangan 
1. Pengetahuan 2,021 0,495 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
2. Penghasilan 1,508 0,663 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
3. Manfaat Atas NPWP 1,055 0,948 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
4. Sanksi 2,353 0.425 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
5. Sosialisasi 1,176 0,850 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
Sumber: Hasil Output SPSS, 2016 
Dari hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.17. menunjukkan 
bahwa semua model regresi mempunyai nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. 
Dengan melihat hasil pengujian multikolinearitas di atas, diketahui bahwa tidak 
ada satupun dari variabel bebas yang mempunyai nilai tolerance lebih kecil dari 
0,1. Begitu juga VIF masing-masing variabel tidak ada yang korelasi yang 
sempurna antara variabel bebas (independent), sehingga model regresi ini tidak 
ada masalah multikolinearitas. 
1. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heterokedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 
asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian residual 
untuk semua pengamatan pada model regresi. Metode yang dapat digunakan 
untuk menguji adanya gejala adalah Rank Spearman (Gujarati, 1997: 88), yaitu uji 
dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas > 0,05 yang berarti tidak 
terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 




Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas: 
Tabel 4.18. 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
 
No. Variabel VIF Sig Keterangan 
1. Pengetahuan 0,378 0,05 Tidak terjadi  
Heteroskedastisitas 
2. Penghasilan 0,193 0,05 Tidak terjadi  
Heteroskedastisitas 
3. Manfaat Atas NPWP 0,082 0,05 Tidak terjadi  
Heteroskedastisitas 
4. Sanksi 0,071 0,05 Tidak terjadi  
Heteroskedastisitas 
5. Sosialisasi 0,063 0,05 Tidak terjadi  
Heteroskedastisitas 
 Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan tabel 4.18. hasil dari pengujian SPSS terlihat bahwa nilai 
probabilitas > 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas., sehingga 
menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat 
permasalahan heteroskedastisitas. 
 
4.2.5. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap 























Regression 140,785 5 28,157 25,447 ,000
b
 
Residual 84,093 76 1,106   
Total 224,878 81    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Memiliki NPWP 
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Manfaat, Sanksi, Penghasilan, 
Pengetahuan 
Sumber: Hasil Output SPSS, 2016 
Berdasarkan tabel 4.19. di atas, menunjukkan signifikansinya  adalah 0,000 
atau kurang dari 0,05. Nilai Fhitung  lebih besar dibandingkan dengan Ftabel (pada df 
5;76)  yaitu 25,447 > 2,33 maka model regresi yang digunakan sudah tepat atau 
fit, yaitu pengetahuan, penghasilan, manfaat NPWP, sanksi dan sosialisasi secara 
simultan atau bersama-sama  berpengaruh terhadap kepatuhan memiliki NPWP. 





) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antar 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R
2 
yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 















R R Square Adjusted R 
Square 





 ,626 ,601 1,052 1,957 
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Manfaat, Sanksi, Penghasilan, Pengetahuan 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Memiliki NPWP 
Sumber: Hasil Output SPSS, 2016 
Berdasarkan tabel 4.20. di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah 
0,601 atau 60,1%. Maka pengetahuan, penghasilan, manfaat NPWP, sanksi dan 
sosialisasi dapat menjelaskan 60,1% variasi variabel kepatuhan memiliki NPWP 
dan sisanya 39,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.  
 
4.2.6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yaitu 
model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independent. Persamaan 
regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis adalah: 
Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε 
Tabel 4.21. 




Model Unstandar Coefficnt Standard Coefficnt T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 9,014 1,877  4,804 ,000 
Pengetahuan ,220 ,078 ,281 2,813 ,006 
Penghasilan ,390 ,086 ,390 4,533 ,000 
Manfaat -,033 ,093 -,026 -,354 ,724 
Sanksi ,230 ,074 ,335 3,109 ,003 
Sosialisasi -,366 ,105 -,266 -3,491 ,001 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Memiliki NPWP 




Berdasarkan tabel 4.21. diketahui model regresi linear berganda sebagai 
berikut: 
KP= 9,014 + 0,220PGT + 0,390PHS - 0,033MFT + 0,230S - 0,366SOS + e 
 Persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstan sebesar 9,014. Hal 
ini berarti jika dalam variabel pengetahuan, penghasilan, manfaat NPWP, sanksi, 
dan sosialisasi dianggap konstan, maka kinerja individual juga akan konstan 
sebesar 9,014.  
Koefisien regresi pengetahuan pajak adalah 0,220. Jadi jika variabel 
pengetahuan pajak bertambah 1, maka variabel kepatuhan memiliki NPWP 
bertambah sebesar 0,220. Koefisien regresi penghasilan adalah 0,390. Maka jika 
variabel penghasilan bertambah 1, maka variabel kepatuhan memiliki NPWP 
bertambah sebesar 0,390. 
Koefisien regresi manfaat atas kepemilikan NPWP sebesar -0,033. Maka 
jika variabel manfaat atas kepemilikan NPWP bertambah 1, maka variabel 
kepatuhan memiliki NPWP akan berkurang sebesar 0,033. Koefisien regresi 
sanksi sebesar 0,230. Maka jika variabel sanksi bertambah 1, maka variabel 
kepatuhan memiliki NPWP akan bertambah sebesar 0,230. Koefisien regresi 
sosialisasi sebesar -0,366. Maka jika variabel sosialisasi bertambah 1, maka 
variabel kepatuhan memiliki NPWP akan berkurang sebesar 0,366. 
 
4.2.7. Uji Sigifikan Parameter (T) 
Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara 
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individual terhadap dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 
2005: 84). 
Tabel 4.22. 










B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 9,014 1,877  4,804 ,000 
Pengetahuan ,220 ,078 ,281 2,813 ,006 
Penghasilan ,390 ,086 ,390 4,533 ,000 
Manfaat -,033 ,093 -,026 -,354 ,724 
Sanksi ,230 ,074 ,335 3,109 ,003 
Sosialisasi -,366 ,105 -,266 -3,491 ,001 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Memiliki NPWP 
Sumber : Hasil Output SPSS, 2016 
1. Nilai signifikansi untuk variabel pengetahuan adalah 0,006 atau kurang dari 
0,05. Ttabel  sebesar 1,991 dan thitung sebesar 2,813. Sehingga thitung> ttabel, maka 
H0 ditolak atau H1 diterima. Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan memiliki NPWP. 
2. Nilai signifikansi untuk variabel penghasilan adalah 0,000 atau kurang dari 
0,05. Ttabel  sebesar 1,991 dan thitung sebesar 4,533. Sehingga thitung> ttabel, maka 
H0 ditolak atau H2 diterima. Besarnya penghasilan wajib pajak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan memiliki NPWP. 
3. Nilai signifikansi untuk variabel manfaat atas NPWP adalah 0,724 atau lebih 
dari 0,05. Ttabel  sebesar 1,991 dan thitung sebesar - 0,354. Sehingga thitung< ttabel, 
maka H0 diterima atau H3 ditolak. Variabel manfaat atas NPWP tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan memiliki NPWP. 
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4. Nilai signifikansi untuk variabel sanksi pajak adalah 0,003 atau kurang dari 
0,05. Ttabel  sebesar 1,991 dan thitung sebesar 3,109. Sehingga thitung> ttabel, maka 
H0 ditolak atau H4 diterima. Variabel sanksi pajak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepatuhan memiliki NPWP. 
5. Nilai signifikansi untuk variabel sosialisasi adalah 0,001 atau kurang dari 
0,05. Ttabel  sebesar 1,991 dan thitung sebesar -3,491. Sehingga thitung>ttabel, maka 
H0 ditolak atau H5 diterima. Variabel sosialisasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan memiliki NPWP. 
 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pemilik 
UMKM Dalam Memiliki NPWP 
 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang searah antara pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memiliki NPWP. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai thitung 2,936 dan nilai signifikan 0,006. Maka 
disimpulkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
pelaku UMKM dalam memiliki NPWP. 
Oleh karena nilai thitung> ttabel (2,813>1,991) maka H1 diterima, yang berarti 
bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam 
memiliki NPWP. Sebaliknya apabila pengetahuan wajib pajak buruk maka akan 
membuat kepatuhan dalam memiliki NPWP juga buruk. 
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Berdasarkan hasil ini menunjukkan pengetahuan pelaku UMKM  yang 
terdaftar di KPP Pratama Surakarata memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan dalam memiliki NPWP. Jadi dapat dikatakan apabila wajib pajak 
memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman  yang tinggi tentang perpajakan 
maka kepatuhan kewajiban pajaknya akan meningkat sehingga tercapai target 
pendapatan pajak yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan 
pembangunan suatu negara. 
Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Putri 
(2013)  yang membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh yang positif dan signifikan 
antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam 
memiliki NPWP. 
 
1.3.2. Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam 
Memiliki NPWP 
 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang searah antara penghasilan dengan memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memiliki NPWP. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung 4,533 dan nilai signifikan 0,000. Maka 
disimpulkan penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku 
UMKM dalam memiliki NPWP. 
Oleh karena nilai thitung> ttabel (4,533>1,991) maka H2 diterima, yang berarti 
bahwa penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam memiliki 
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NPWP. Sebaliknya apabila penghasilan buruk maka akan membuat kepatuhan 
dalam memiliki NPWP juga buruk. 
Berdasarkan hasil ini menunjukkan penghasilan pelaku UMKM  yang 
terdaftar di KPP Pratama Surakarata memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan dalam memiliki NPWP. Maka dapat dikatakan apabila wajib pajak 
memiliki penghasilan yang besar/tinggi maka kepatuhan kewajiban pajaknya akan 
meningkat dibanding dengan UMKM yang berpenghasilan rendah. 
Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh I Putu W 
dan I Ketut (2014)  yang membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh yang positif 
dan signifikan antara penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan pemilik 
UMKM dalam memiliki NPWP. 
 
1.3.3. Pengaruh Manfaat atas NPWP Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM 
Dalam Memiliki NPWP 
 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
nilai koefisien regresi menunjukkan nilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang berbalik antara manfaat NPWP dengan tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memiliki 
NPWP. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung -0,354 dan nilai signifikan 0,724. 
Maka disimpulkan manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
pelaku UMKM dalam memiliki NPWP. 
Oleh karena nilai thitung< ttabel (-0,354<1,991) maka H3 ditolak, yang berarti 
bahwa manfaat atas NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
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dalam memiliki NPWP. Sebaliknya apabila manfaat atas NPWP baik maka tidak 
akan membuat kepatuhan dalam memiliki NPWP juga baik. 
Berdasarkan hasil ini menunjukkan manfaat atas NPWP bagi pelaku 
UMKM  yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan dalam memiliki NPWP. Jadi dapat dikatakan 
apabila NPWP memiliki manfaat yang banyak maka kepatuhan kewajiban 
pajaknya tetap tidak akan meningkat. Keadaan tersebut terjadi dikarenakan tujuan 
untuk mendapatkan NPWP dan manfaatnya bukanlah dasar utama yang 
mendorong munculnya kepatuhan Wajib pajak.  
Wajib pajak pelaku UMKM mendaftar menjadi wajib pajak sebagai bentuk 
kepatuhan pada kewajiban perpajakan karena adanya rasa tanggung jawab sebagai 
warga negara yang baik. Selain itu dengan adanya pengetahuan yang baik dari 
wajib pajak tentang perpajakan membuat wajib pajak sangat mengetahui 
kewajibannya dan mendorong pelaku UMKM secara sukarela mematuhi 
kewajiban pajaknya.  
Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Maulana, 
Popi F dan Herawati (2013)  yang membuktikan  bahwa tidak  terdapat  pengaruh 
yang positif dan signifikan antara manfaat atas NPWP terhadap kepatuhan pemilik 
UMKM dalam memiliki NPWP. 
 
1.3.4. Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam 
Memiliki NPWP 
 Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi menunjukkan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa ada 
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hubungan yang searah antara sanksi dengan memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memiliki NPWP. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung 3,109 dan nilai signifikan 0,003. Maka 
disimpulkan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM 
dalam memiliki NPWP. 
Oleh karena nilai thitung> ttabel (3,109>1,991) maka H4 diterima, yang berarti 
bahwa sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam memiliki NPWP. 
Sebaliknya apabila sanksi buruk maka akan membuat kepatuhan dalam memiliki 
NPWP juga buruk. 
Berdasarkan hasil ini menunjukkan sanksi pajak bagi pelaku UMKM  yang 
terdaftar di KPP Pratama Surakarta memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan dalam memiliki NPWP. Jadi dapat dikatakan apabila sanksi yang 
ditetapkan semakin berat dan ketat, maka kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM  
dalam memiliki NPWP meningkat. Wajib pajak yang tidak mengetahui dan 
memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak 
yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan pajak, 
maka semakin paham pula wajib pajak pelaku UMKM terhadap sanksi yang akan 
diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan. 
Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh I Putu W 
dan I Ketut (2014)  yang membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh yang positif 




1.3.5. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam 
Memiliki NPWP 
 Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi menunjukkan nilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang berbalik antara sosialisasi dengan memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memiliki NPWP. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung -3,491 dan nilai signifikan 0,001. Maka 
disimpulkan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku 
UMKM dalam memiliki NPWP. 
Oleh karena nilai thitung> ttabel (-3,491>1,991) maka H5 diterima, yang berarti 
bahwa sosialisasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kepatuhan dalam 
memiliki NPWP. Sebaliknya apabila yang dilakukan baik maka tidak akan 
membuat kepatuhan dalam memiliki NPWP juga baik. 
Berdasarkan hasil ini menunjukkan sosialisasi yang diterima pelaku UMKM  
yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta memiliki pengaruh negatif secara 
signifikan terhadap kepatuhan WP. Maka dapat dikatakan apabila WP menerima 
sosialisasi pajak maka kepatuhan kewajiban pajaknya tidak meningkat. Alasan 
terjadi hal tersebut dikarenakan penyampaian informasi mengenai perpajakan 
kepada wajib pajak kurang intensif yang diberikan berdampak terhadap rendahnya 
tingkat pengetahuan sehingga mempengaruhi berkurangnya kepatuhan wajib 
pajak. Wajib pajak belum memperoleh pengetahuan yang cukup dalam perpajakan 
dan juga sosialisasi yang tidak  tersampaikan kepada UMKM seluruhnya sehingga 





 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab di atas, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam 
memiliki NPWP, hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi sebesar 
0,006<0,05 atau nilai thitung> ttabel (2,813>1,991). 
2. Pengasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki 
NPWP, hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi sebesar 0,000<0,05 atau 
thitung> ttabel (4,533>1,991). 
3. Manfaat atas NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik 
UMKM dalam memiliki NPWP, hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi 
sebesar 0,724>0,05 atau thitung< ttabel (-0,354<1,991) 
4. Sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam 
memiliki NPWP, hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi sebesar 
0,003<0,05 atau nilai thitung> ttabel (3,109>1,991). 
5. Sosialisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pemilik 
UMKM dalam memiliki NPWP, hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi 
sebesar 0,001<0,05 atau nilai thitung> ttabel (-3,491>1,991). 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkam dapat memberikan 
gambaran dalam melakukan penelitian selanjutnya: 
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1. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya masih 
sedikit dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Surakarta. 
Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dan kemampuan 
peneliti.  
2. Penelitian ini hanya mencakup lima variabel bebas yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam 
memiliki NPWP, yaitu pengetahuan, penghasilan, manfaat atas NPWP, 
sanksi, dan sosialisasi padahal masih terdapat banyak variabel bebas yang 
bisa mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. 
3. Penelitian ini hanya menerapkan metode survey dengan alat instrumen 
berupa kuesioner, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan 
pada data yang terkumpul melalui instrumen kuesioner tersebut. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian 
ini masih banyak kekurangan, sehingga banyak yang perlu diperbaiki dan 
diperhatikan lagi untuk penelitian berikutnya. Adapun saran dari penulis untuk 
penelitian berikutnya adalah: 
1. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah jumlah sampel penelitian. 
2. Hasil dari penelitian ini juga masih terdapat variabel-variabel bebas lain 
yang mempengaruhi dalam penelitian ini. Bagi penelitian berikutnya 
hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengadakan 
penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan menambah variabel-
variabel lain. 
